SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG /JASA
DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  penyesuaian  terhadap
pelaksanaan dan  pertanggungjawaban  kegiatan
pengadaan barang/jasa di Desa agar berjalan dengan
tertib, efektif, efesien dan tepat sasaran perlu dilakukan
perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Balangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020
Nomor 68), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 15 dan angka
16 disisipkan 4 (satu) angka yakni angka 15a, 15b, 15c
dan 15d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah
lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.



10.

11.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa.

. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya

disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa.

. Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa

yangselanjutnya disebut Musrenbangdes adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-
usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta
kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.



12. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

13. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

14. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat
TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan
sendiri oleh Kasi/Kaur.

15. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat
dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.

15a.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaaan Barang/Jasa.

15b.Katalog elektronik (E-Catalog) adalah sistem informasi
elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis,
spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri,
produk dalam negeri, produk Standar Nasional
Indonesia, produk ramah lingkungan hidup, negara
asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait
barang/jasa.

15c.Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan
beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa Sejenis.

15d. Konsolidator adalah Pejabat/Personil yang ditetapkan
berdasarkan kesepakatan desa-desa yang akan
melakukan konsolidasi, dan bertugas mengkoordinir
pelaksanaan Konsolidasi yang dilakukan oleh lebih
dari 1 (satu) Desa.

16. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan
yang menyediakan barang/jasa.

17. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang
dilaksanakan dengan cara membeli/membayar
langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan
penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur
atau TPK.

18. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan
dengan membeli/membayar langsung dengan
permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2
(dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.

19. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya.



20.

21.

22.

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa
dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau
masyarakat setempat.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi
proses pembentukan peraturan bupati, konsultasi dan
bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 7

Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat
melalui Swakelola dengan mendayagunakan sumber
daya lokal Desa dan gotong-royong yang melibatkan
partisipasi  Masyarakat untuk  mengutamakan
penggunaan produk dalam negeri, dan pendayagunaan
pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi di Desa
dan BUM Desa dengan tujuan memperluas
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat
setempat.

Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik
sebagian maupun seluruhnya.

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c¢ diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) TPK terdiri dari unsur:

a. Perangkat Desa (kepala kewilayahan);
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
c. Masyarakat.

(2) TPK ditetapkan gasal, dengan jumlah personil minimal

3 (tiga) orang.

(3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan,

(4)

(5)

personil TPK dapat tambah sepanjang berjumlah gasal.

Organisasi TPK terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

Tugas TPK dalam pengadaan adalah:
a. melaksanakan Swakelola;
b. menyusun dokumen Tender;



c. mengumumkan dan melaksanakan Tender untuk
pengadaan melalui Penyedia;

d. memilih dan menetapkan Penyedia;

e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan
kepada Kasi/Kaur; dan

f. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.

(6) Khusus  untuk  pekerjaan  konstruksi yang

dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk
penanggungjawab teknis pekerjaan dari anggota TPK
yang mampu dan memahami teknis

kegiatan/pekerjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honorarium sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kemampuan
keuangan desa.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
(1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
a. Pembelian Langsung;
b. Permintaan Penawaran; Dan
c. Tender.

(2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:

a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang
disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud
pada Pasal 18 ayat (1);

b. untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa dalam
rangka mendukung pelaksanaan Swakelola
maupun memenuhi kebutuhan Barang/Jasa
secara langsung di Desa; dan

c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat
dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.

(3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara
Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
TPK menyusun dokumen Tender dan dapat
mengajukan pendampingan proses Tender kepada
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa
dengan melibatkan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa.

(4) Dokumen Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencantumkan antara lain;
a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka

Acuan Kerja (KAK);

daftar kuantitas dan harga;

spesifikasi teknis;

gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

waktu pelaksanaan pekerjaan;

persyaratan administrasi;

o Qo0 o



g. rancangan surat perjanjian; dan
h. nilai total HPS.

(5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa surat
pernyataan kebenaran usaha.

(6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor,
genset, traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang,
persyaratan administrasi berupa izin usaha dan Nomor
Pokok Wajib Pajak.

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut:

a. Kasi/Kaur/TPK membeli Barang/Jasa kepada
satu Penyedia dengan mengutamakan dari Desa
setempat;

b. Kasi/Kaur/TPK melakukan Negosiasi (tawar-
menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh
harga yang lebih murah; dan

c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti
pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai
pelaksana kegiatan anggaran.

(3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian
Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-
turut.

(4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran,
Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung
kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.

(5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu
menyediakan Barang/Jasa maka Kasi/Kaur/TPK
dapat melakukan Pembelian Langsung kepada
Penyedia yang sama.

Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Paragraf 3
Tender

Pasal 23
(1) Tender dilaksanakan wuntuk pengadaan di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



(2) Tender dilaksanakan dengan tata cara sebagai
berikut:
a. pengumuman Tender;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen Tender;
c. pemasukan dokumen penawaran;
d. evaluasi penawaran;
e. negosiasi; dan
f. penetapan pemenang.

(3) Mekanisme pengumuman Tender sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan
cara:

a. Kasi/Kaur/TPK mengumumkan pengadaan dan
meminta penyedia menyampaikan penawaran
tertulis.

b. pengumuman dilakukan melalui media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-
kurangnya di papan pengumuman desa.
Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya
berisi:

nama paket pekerjaan;

nama Kasi/Kasi/TPK;

lokasi pekerjaan;

ruang lingkup pekerjaan;

nilai total HPS;

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

jadwal proses Tender.
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c. bersamaan dengan pengumuman pengadaan,
Kasi/Kaur/TPK dapat mengirimkan undangan
tertulis kepada penyedia untuk mengikuti Tender.

(4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara:

a. Penyedia mendaftar kepada Kasi/Kaur/TPK untuk
mengikuti Tender; dan

b. Kasi/Kaur/TPK memberikan dokumen Tender
kepada Penyedia yang mendaftar.

(5) Pemasukkan dokumen penawaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia
dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi
dokumen administrasi serta penawaran teknis dan
harga kepada Kasi/Kaur/TPK.

(6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dilaksanakan oleh Kasi/Kaur/TPK dengan
melakukan evaluasi dokumen administrasi serta
penawaran teknis dan harga.

(7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufe
dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai
berikut:



a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang
lulus, maka Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi
(tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Negosiasi; atau

b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang
lulus menawar dengan harga yang sama, maka
Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-
menawar) dengan setiap Penyedia untuk
memperoleh harga yang lebih murah yang
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

(8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f dilakukan oleh Kasi/Kaur/TPK kepada
Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.

(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian
antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan
anggaran dengan Penyedia.

Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A
(1) Dalam hal terdapat Pengadaan Barang/Jasa yang
sejenis dengan Desa yang lain, antar Kepala Desa
dapat melaksanakan Konsolidasi untuk mengadakan
Pengadaan Barang/Jasa yang sejenis.

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
menunjuk dan menetapkan TPK yang disepakati dalam
musyawarah antar Desa.

(3) Tugas TPK ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam
musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Tata cara pelaksanaan Konsolidasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa,

Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 27
(1) Kasi/Kaur/TPK mengumumkan hasil kegiatan dari
Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat, sekurang- kurangnya
pada papan pengumuman Desa.

(2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan
melalui Penyedia dengan metode permintaan
penawaran dan tender meliputi:

nama kegiatan;

nama penyedia;

nilai pengadaan;

keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);

lokasi; dan

waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan

tanggal selesai).
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
tanggal 10 Agustus 2023

’

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

TTKUM SETDA
\ BALANGZN

> A
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IP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 51



